PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2/64S0 /Kep-DPRD-MDN/6/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang

Mengingat

: A

bahwa penanaman modal merupakan faktor penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlu
diupayakan untuk lebih ditingkatkan melalui pemberian
insentif dan kemudahan penanaman modal guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal dimaksudkan untuk menarik minat penanaman
modal berinvestasi di Kota Medan sehingga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka
lapangan kerja baru serta mengembangkan usaha mikro,
kecil, dan koperasi yang dapat menekan laju angka
pengangguran dan kemiskinan di Kota Medan;

bahwa regulasi diperlukan dalam pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal untuk memberikan
kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaannya;

bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal dilakukan melalui Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢, dan d, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);



Memperhatikan

10.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
930);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022
Nomor 1);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2023 Nomor 84);

Berita Acara Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
Nomor 017/Pansus-PIKM/DPRD/KM/04/2024, Nomor
48/Bg. Hukum/IV /2024, tanggal 23 April 2024.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal, Nomor 100.3.3/4285/2024, tanggal 13 Mei 2024

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 27 Mei 2024;

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian
Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD
Kota Medan dan Penandatanganan/Pengambilan
Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan
Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas
Ranperda Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal, tanggal 3 Juni 2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Wakil Ketua,

H/

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.\M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.l.

Tembusan:

-

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
menjadi Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, memperhatikan

Pendapat Seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang selanjutnya
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggalo3 Juni 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- K©TA MEDAN

Y

- 8tua,

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

H.F. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.



